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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pasal 12A ayat 

(2) UU No.5 Tahun 2018 untuk memberikan keadilan bagi pelaku terorisme dan syarat-syarat yang 
harus dipenuhi untuk penegakan hukum bagi pelaku terorisme agar tidak bertentangan dengan 
norma deradikalisasi dan memberikan rasa keadilan. Penelitian dilakukan dengan metode 
pendekatan normatif-empiris. Berdasarkan objek penelitannya, pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang kemudian di dukung 
data empiris sebagai data primer. Hasil penelitian ialah pemberantasan tindak pidana terorisme saat 
ini sudah cukup baik dibuktikan dengan bisa diminimalisirnya aksi terorisme di Indonesia. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan aturan 
yang sifatnya komprehensif, tidak hanya bicara soal pemberantasan, tapi aspek pencegahan, 
penanggulangan, pemulihan, kelembagaan, dan pengawasan. Pasal 12A ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 

2018 menyebutkan bahwa menjadi anggota korporasi teroris dapat dipidana 2-7 tahun penjara. 
Namun, penangkapan seharusnya dilakukan terhadap anggota yang terlibat dalam perencanaan atau 
perbantuan aksi terorisme serta memiliki peran sentral bukan hanya sebagai anggota saja. 

Deradikalisasi adalah upaya pencegahan untuk menghilangkan pemikiran radikal dalam diri teroris. 
Penegakan hukum menjadi opsi terakhir jika upaya pencegahan tidak berhasil. Upaya represif atau 
penegakan hukum dilakukan setelah upaya preventif tidak memberikan hasil yang maksimal. 

Tindakan ini harus didasarkan pada analisis mendalam terkait keterlibatan seseorang dalam jaringan 
teror, bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, serta prinsip keadilan dan kebutuhan untuk 
menjaga ketertiban dan keamanan negara. Upaya represif seharusnya menjadi pilihan terakhir. 

Standarisasi atau assessment diperlukan dalam menentukan apakah seseorang dapat dilakukan 
penegakan hukum, untuk memastikan keadilan dan konsistensi dengan prinsip deradikalisasi. Kriteria 
tersebut meliputi: a) memiliki peran atau jabatan dalam struktur organisasi terorisme, memiliki niat, 
keahlian, atau perencanaan untuk melakukan aksi teror; b) adanya urgensi yang membutuhkan 

penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara; c) ada alat bukti yang sah dan cukup terkait keterlibatan dalam jaringan terorisme; d) 
manfaat yang diperoleh melalui penegakan hukum. 

Kata Kunci: Keadilan; Kebijakan Kriminal; Pemidanaan; Tindak Pidana Terorisme. 

ABSTRACT 

The purpose of This study is to know and analyze the application of article 12A paragraph (2) of Law 
No.5 Tahun 2018 to provide a sense of justice for terrorism perpetrators and know and analyze the 
conditions that must be met for law enforcement for terrorism perpetrators so as not to conflict with 
deradicalization norms and provide a sense of justice. The study was conducted by the method of a 
normative-empirical approach. Based on the object of research, the approach used in this study is a 
statutory approach (statue approach) which is the supported by empirical data as primary data. The 
results of the research are that the deradicalization of criminal acts of terrorism is currently good 
enough to be proven by minimizing acts of terrorism in Indonesia. Law Number 5 of 2018 concerning 
Eradication of Criminal Acts of Terrorism is a comprehensive rule, not only talking about eradication, 
but aspects of prevention, control, recovery, institutions and supervision. Article 12A paragraph (2) 
of Law Number 5 of 2018 states that being a member of a terrorist corporation can be punished with 
2-7 years in prison. However, arrests should only be made against members who are involved in 
planning or aiding acts of terrorism and have a central role. Deradicalization is a preventive effort to 
eliminate radical thoughts in terrorists. Law enforcement is the last option if prevention efforts are 
unsuccessful. Repressive or law enforcement efforts are carried out after preventive efforts do not 
produce adequate results. This action should be based on an in-depth analysis of a person's 
involvement in a terror network, sufficient evidence in accordance with Article 184 of the Code of 
Criminal Procedure, and the principle of the need to maintain public order and security. Repressive 
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efforts should be a last resort. Standardization or criteria are needed in determining whether a person 
can be dealt with legally or with repressive measures, to ensure justice and consistency with the 
principle of deradicalization. These criteria include: a) having a role or position in the structure of a 
terrorist organization, having the intent, expertise, or planning to commit acts of terror; b) the 
existence of urgency that requires law enforcement to maintain security and order in the life of the 
nation and state; c) there is valid and sufficient evidence of involvement in terrorist networks; d) 
benefits derived through law enforcement. 

Keywords: Justice; Criminal Policy; Punishment; Criminal Acts of Terrorism. 

PENDAHULUAN 

Pancasila sebagai dasar falsafah (Philosophy gronslag) merupakan 

landasan perlindungan hukum di Indonesia. Konsep perlindungan hukum di 

Indonesia dimaknai sebagai penghayatan atas kesadaran perlindungan bagi harkat 

dan martabat manusia. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia 

merupakan pengakuan terhadap keseimbangan eksistensi manusia sebagai 

mahluk individu dan sosial atau monodualis. Manusia sebagai makhluk monodualis 

merupakan sebuah kesatuan yang saling melengkapi dan melekat hak serta 

kewajiban. Franz Magnis Suseno menyatakan “manusia harus bertindak 

sedemikian rupa, sehingga menghasilkan akibat baik yang sebanyak mungkin dan 

sedapat-dapatnya mengelakkan akibat-akibat buruk. Tindakan tindakan tersebut 

harus selalu memperhatikan akibat-akibatnya bagi semua orang.” Eksistensi 

manusia sebagai makhluk sosial dalam beberapa situasi secara khusus membentuk 

tugas etisnya dan senantiasa perlu bekerja sama dan saling membantu karena 

hakikat manusia memerlukan orang lain  untuk memenuhi kebutuhannya dengan 

memuaskan. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka Peneliti memberikan 

rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan tindak pidana 

terorisme yang dihubungkan dengan keadilan bagi pelaku terorisme berdasarkan 

pasal 12A ayat (2) UU No.5 Tahun 2018?; (2) Bagaimana syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar penegakan hukum memberikan keadilan bagi pelaku terorisme dan 

tidak bertentangan dengan norma deradikalisasi? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

penerapan hukum pasal 12A ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 untuk memberikan rasa 

keadilan bagi pelaku terorisme. Selain itu penelitiian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan 

hukum bagi pelaku terorisme agar tidak bertentangan dengan norma deradikalisasi 

dan memberikan rasa keadilan. 

METODE 

Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yaitu metode penelitian 
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menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan 

penambahan data atau unsur empiris. Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu 

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.  Jenis penelitian 

hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang 

memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung 

dari masyarakat.Penelitian normatif-empiris adalah pendekatan perundang-

undangan (Statue Approach) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan 

kualitatif dalam penelitian hukum empiris. 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis 

data penelitian yang telah diperoleh adalah analisis kualitatif, yaitu dengan 

mengumpulkan data, mengklasifikasikan kemudian menghubungkan teori yang 

berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. 

Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode 

deduktif, yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian 

untuk menilai suatu peristiwa bersifat khusus. Peneliti menerapkan metode analisi 

data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek 

penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. 

Adapun data yang dimaksud yakni dalam penjelasan terhadap data hasil kuisioner, 

peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan data studi  

kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang dipergunakan dalam tesis ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari pengisian kuisioner yang 

dilakukan oleh anggota polri dan akademisi, dimana data tersebut di dapat secara 

langsung dari sumbernya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

kepustakaan mencangkup Undang-Undang, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, internet dan sebagainya. Data-data 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Data Primer 

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama 

dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di 

dalam masyarakat1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer 

berupa kuisioner atau angket essai dengan cara memberikan sejumlah 

pertanyaan tertulis kepada responden yang untuk memperoleh informasi 

atau pendapat responden terkait dengan terorisme. 

  

                                                             
1 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. 

hal. 192. 
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b. Data Sekunder 

Merupakan data yang didapat dari sumber yang sudah ada seperti undang-

undang, dokunen-dokumen, buku-buku, penelitian berbentuk laporan, dan 

internet yang memberikan informasi berkaitan dengan persoalan yang 

dibahas. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu 

UUD 1945, UU terorisme Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan peraturan lain yang berkaitan 

dengan rekonstruksi norma pidana dan syarat-syarat penegakan hukum 

anggota organisasi terorisme untuk memberikan keadilan. 

Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat mendapatkan materi ialah di Mabes Polri yang 

beralamat di jalan Trunojoyo Nomor .3 RT/RW 2/1, Selong, Kecamatan Kebayoran 

Baru, Jakarta Selatan. 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

a. Observasi Partisipan 

b. Observasi Non Partisipan 

c. Observasi Dalam Seting Alami Atau Buatan 

d. Observasi Terstruktur dan Tidak Terstruktur 

e. Observasi langsung dan tidak langsung2  

2. Wawancara (Kuisioner) 

3. Studi Pustaka (Library Research) 

Teknik Analisis Data 

Analisis ini lebih menekankan pada Deradikalisasi adalah sebuah program 

yang bertujuan untuk membersihkan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada 

pada para teroris sehingga mereka bisa kembali menjadi masyarakat biasa 

sebagaimana masyarakat lainnya. Deradikalisasi menggunakan pendekatan 

humanis, komunikasi sosial dan pendekatan partisipatif dari elemen masyarakat. 

Dengan demikian, fokus dari deradikalisasi adalah netralisasi, kemudian 

menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik 

kesimpulan untuk menentukan hasil. 

  

                                                             
2 Ibid hal.113-114 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Ketentuan Pasal 12a Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 
2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan 

Dengan Keadilan Bagi Pelaku Terorisme 

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang 

dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan 

kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, 

fasilitas publik, atau faslitas internasioanl dengan motif ideologi, politik atau 

gangguan keamanan. Sedangkan TPT adalah segala hal perbuatan yang 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  

Terorisme sudah menjadi bagian dari Extraordinary Crimes yang berarti suatu 

kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus atau berbeda dengan kejahatan 

kekerasan lainnya karena mengorbankan manusia / orang-orang yang tidak 

berdosa. 

Terorisme merupakan kejahatan yang sangat menarik perhatian dunia saat 

ini, tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime against humanity), dan 

sangat mengancam kedaulatan semua bangsa karena terorisme merupakan 

kejahatan internasional yang merupakan bahaya terhadap keamanan dan 

perdamaian dunia. Kejahatan terorisme juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan 

kemanusiaan karena sangat bertentangan dengan Hak asasi Manusia (HAM). 

Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang mau tidak mau 

memerlukan penanganan dengan metode yang luar biasa (extra ordinary 

measures) karena dampak dari kejahatan ini yang sangat komplek. Dalam Undang-

Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

pasal 53 ayat (1) berbunyi "Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib 

menegakkan hukum dan keadilan", dan  ayat (2) "Jika dalam menegakkan hukum 

dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara 

kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamanakan keadilan”.   Dalam 

hal bisa diartikan bahwa prioritas tujuan hukum adalah keadilan termasuk dalam 

penanganan TPT.Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikatakan Gustav 

Radburch. Gustav Radburch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu 

keadilan, kemanfaatan, kepastian.  Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini 

harus ditentukan  prioritas  dari ketiga nilai dasar tersebut. Urutan prioritas yang 

diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan 

Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas 

seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga 

nilai hukum di atas. Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak 

kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan 

memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan 

hak yang dimilikinya. Gustav menambahakan bahwa “tujuan hukum adalah 

menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka keadilan. Dalam hal 
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ini kerangka inilah sebenarnya konsep hukum disusun.  Hukum dikatakan sebagai 

hukum apabila masih dalam kerangka keadilan atau setidaknya  usaha kearah 

keadilan. Salah satu prinsip dasar keadilan adalah prinsip kesetaraan. Prinsip ini 

menegaskan bahwa semua individu harus diperlakukan sama di bawah hukum dan 

tidak seorang pun boleh didiskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, 

orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. 

Pasal 12A ayat (2) ) UU No.5 Tahun 2018 berbunyi “Setiap orang yang 

dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota 

korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi 

terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 

lama 7 (tujuh) tahun”.  Dari bunyi pasal tersebut bisa dipahami bahwa orang yang 

menjadi anggota organisasi terorisme bisa dilakukan penangkapan jika bukti yang 

dikumpulkan cukup. Namun hal tersebut akan menciptakan ketidakadilan dalam 

masyarakat terutama anggota organisasi terorisme yang hanya menjadi anggota 

tanpa adanya niatan untuk melakukan perenanaan adan keinginan melakukan aksi 

terorisme, karena disisi lain mereka juga merupaka korban doktrinasi paham 

radikal.Sehingga kaitannya dengan penerapan hukum pasal 12A ayat (2) UU No.5 

Tahun 2018, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di 

Indonesia mengutamankan keadilan sebagai asas prioritas kemudian disusul 

kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum dalam penegakan 

hukumnya. Dengan kata lain upaya represif (penangkapan) menjadi last resort 

atau pilihan terkahir, sedangkan upaya preventif menjadi garda terdepan dalam 

penanganannya. Dalam penentuan upaya apa yang akan digunakan sebelumnya 

dilakukan assessment atau analisis terlebih dahulu terkait dengan keterlibatan 

seseorang dalam jaringan terorisme. Untuk mewujudkan keadilan tersebut maka 

setelah hasil assessment atau analisis keluar, baru bisa diputuskan upaya apa yang 

efektif untuk dilakukan dalam penanganan TPT. 

Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) pada hakikatnya menurut Muladi dan 

Barda Nawawi ialah upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian 

integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai 

kejahteraan masyarakat (social welfare) sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan 

akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat 

untuk mencapai kesejahteraan,  sehingga kebijakan sosial mengintegrasi kebijakan 

kriminal di dalamnya atau dengan kata lain kebijakan kriminal adalah bagian dari 

kebijakan sosial secara keseluruhan. Oleh sebab itu, karena kebijakan kriminal 

tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan lain maka setiap usaha untuk 

melindungi masyarakat harus dipandang secara utuh, agar antar kebijakan tidak 

saling bertabrakan dan bertentangan sehingga tujuan untuk melindungi 

masyarakat dan kesejahteraan akan tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari 

kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial. Faktor 

Lingkungan. 
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Menurut Bapak Jatmiko Septian Rinaldy Faktor selaku Anggota Penyidik 

Unit PPA Satreskrim, Polres Resor Tanggerang Selatan.  kondisi lingkungan sosial 

yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi 

anak/remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat 

dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, 

faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat). 

Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya 

tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, 

pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi 

upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang 

stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak. Adanya 

kehamilan tidak diinginkan yang hampir ada di setiap lingkungan masyarakat 

informan, menggambarkan lingkungan sosial yang tidak sehat. 

Dengan demikian bahwa penanggulangan kejahatan bisa dilakukan melalui 

beberapa upaya yaitu penerapan hukum pidana atau penal, pencegahan tanpa 

pidana atau non penal dan pengaruh intervensi media massa terkait dengan 

pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan. Upaya melalui 

hukum pidana atau penal policy menitikberatkan pada sifat represif yaitu 

penerapan pidana yang dilakukan melalui sistem peradilan hukum pidana. Upaya 

diluar penggunaan hukum pidana atau non penal policy menitikberatkan pada 

upaya pencegahan kejahatan (preventif) berupa upaya sebelum terjadinya 

kejahatan. Kebijakan non penal dilakukan untuk menghapus akar penyebab 

terjadinya kejahatan yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan yang 

dilakukan melalui  cara menghambat, mengurangi dan menghentikan faktor-faktor  

yang menimbulkan kejahatan. 

Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak 

dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam 

usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Dalam penegakan hukum baik 

upaya penal maupun non penal harus berdasarkan banyak aspek pertimbangan 

seperti sosial, budaya, dan masyarakat agar penerapan kebijakan kriminal tersebut 

efektif dan sesuai dengan kejahatan yang diperbuat pelaku serta memberikan 

keadilan bagi masyarakat. 

Kaitannya dengan penanganan TPT, kebijakan kriminal pendapat Muladi 

dan Barda Nawawi juga diterapkan dalam penanganan TPT dimana upaya 

pencegahan (preventif) garda terdepan dan represif sebagai upaya akhir.  Dalam 

penentuan penanganan TPT baik melalui represif atau preventif harus dilakukan 

standarisasi sehingga bisa jadikan pedoman dalam penanganan TPT ke depannya. 

Standarisasi tersebut bisa didapatkan setelah dilakukannya assessment atau 

analisis. Upaya pencegahan bisa dilakukan kepada seseoang yang hanya sebatas 

sebagai anggota, bukan pengulangan pidana ataupun menimbulkan korban dan 

mengikuti program deradikalisasi. Sedangkan untuk anggota organisasi terorisme 
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yang memiliki peranan yang sentral, memiliki niatan dan perencananan melakukan 

aksi teror dan bukti yang cukup untuk dilakukan, maka upaya represif merupakan 

langlah yang tepat. 

Penerapan Ketentuan Pasal 12a Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 

2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan 
Dengan Keadilan Bagi Pelaku Terorisme 

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) pasal 53 ayat (1) berbunyi "Dalam mengadili suatu perkara pidana, 

hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan", dan  ayat (2) "Jika dalam 

menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib 

mengutamanakan keadilan”. Dalam hal bisa diartikan bahwa prioritas tujuan 

hukum adalah keadilan termasuk dalam penanganan TPT. 

Dengan demikian bahwa penanggulangan kejahatan bisa dilakukan melalui 

beberapa upaya yaitu penerapan hukum pidana atau penal, pencegahan tanpa 

pidana atau non penal dan pengaruh intervensi media massa terkait dengan 

pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan. Upaya melalui 

hukum pidana atau penal policy menitikberatkan pada sifat represif yaitu 

penerapan pidana yang dilakukan melalui sistem peradilan hukum pidana. Upaya 

diluar penggunaan hukum pidana atau non penal policy menitikberatkan pada 

upaya pencegahan kejahatan (preventif) berupa upaya sebelum terjadinya 

kejahatan. Kebijakan non penal dilakukan untuk menghapus akar penyebab 

terjadinya kejahatan yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan yang 

dilakukan melalui  cara menghambat, mengurangi dan menghentikan faktor-faktor  

yang menimbulkan kejahatan. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang 

satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling 

melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Dalam 

penegakan hukum baik upaya penal maupun non penal harus berdasarkan banyak 

aspek pertimbangan seperti sosial, budaya, dan masyarakat agar penerapan 

kebijakan kriminal tersebut efektif dan sesuai dengan kejahatan yang diperbuat 

pelaku serta memberikan keadilan bagi masyarakat. 

Kaitannya dengan penanganan TPT, kebijakan kriminal pendapat Muladi 

dan Barda Nawawi juga diterapkan dalam penanganan TPT dimana upaya 

pencegahan (preventif) garda terdepan dan represif sebagai upaya akhir.  Dalam 

penentuan penanganan TPT baik melalui represif atau preventif harus dilakukan 

standarisasi sehingga bisa jadikan pedoman dalam penanganan TPT ke depannya. 

Standarisasi tersebut bisa didapatkan setelah dilakukannya assessment atau 

analisis. Upaya pencegahan bisa dilakukan kepada seseoang yang hanya sebatas 

sebagai anggota, bukan pengulangan pidana ataupun menimbulkan korban dan 

mengikuti program deradikalisasi. Sedangkan untuk anggota organisasi terorisme 

yang memiliki peranan yang sentral, memiliki niatan dan perencananan melakukan 
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aksi teror dan bukti yang cukup untuk dilakukan, maka upaya represif merupakan 

langlah yang tepat. Ketika upaya represif dilakukan maka pemidanaan pun akan 

terjadi setelah melalui proses persidangan nantinya. Dalam Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana 

berbunyi “Pemidanaan bertujuan: 

a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; 

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan dan 

pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; 

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan dalam dalam 

masyarakat; dan 

d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada 

terpidana.” 

e. Prins,Van Hammel, Van List dengan teori pemidanaan gabungan / modern 

menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena 

menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut 

(pembalasan) sebagai satu kesatuan.   

Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu 

gejala masyarakat. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 

memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis Pidana ialah suatu dari yang 

paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. 

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh 

digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga 

upaya sosialnya. Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan 

konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping  penjatuhan pidana itu 

harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan 

terhadap masyarakat dan terpidana.  

Jadi kaitan antara penerapan hukum pasal 12A ayat (2) UU No.5 Tahun 

2018 dengan pemidanaan adalah penindakan terhadap pelaku tindak pidana 

terorisme, dimana tujuannya bukan untuk membalas dendam kepada pelaku, 

tetapi pelaku juga diberikan pembinaan agar tidak terulang kembali tindakan 

mereka dan menetralkan paham radikal para pelaku TPT. Serta dalam penegakan 

hukum diharapkan sesuai dengan prasyarat yang memenuhi unsur yang cukup 

untuk dilakulan penindakan penegakan hukum (represif) serta urgensi dan 

manfaat dilakukannya tindakan represif. 

Aparat penegak hukum dalam implemantasinya harus lebih 

mengedepankan pencegahan dari pada penegakan hukum, dimana bagi para 

pelaku tindak pidana terorisme yang sifatnya akan melaksanakan aksi dapat 

segera dilakukan penegakan hukum secepatnya, akan tetapi sebaliknya apabila 

para anggota jaringan teror masih dalam tahap simpatisan agar segera dilakukan 
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operasi pencegaham guna penanganan awal yang lebih efektif. Dalam 

menentukan anggota organisasi teror bisa dilakukan penangkapan atau 

menggunakan upaya non penal harus dilakukan analisis yang mendalam terkait 

dengan apa peranannya, kemudian ketika dilakukan penangkapan hal baik apa 

yang bisa didapat (apakah akan membuka jaringan atau tidak), seberapa urgent 

kondisinya, dan apakah alat buktinya cukup atau tidak untuk dilakukan 

penangkapan. 

Tidak semua anggota organisasi teror harus dilakukan penangkapan, 

sebelum memutuskan seseorang bisa dilakukan penangkapan atau tidak terkait 

dengan organisasi teror harus dilakukan analisia terkait bagaimana kedudukan dan 

perannya. Jika peranannya cukup sentral dan memiliki alat bukti yang cukup untuk 

dilakukan penangkapan maka hal tersebut bisa dilakukan. Namun, jika anggota 

tersebut hanya sebagai anggota saja maka upaya non penal bisa dijadikan melalui 

program deradikalisasi. 

Program deradikalisasi yang berjalan saat ini cukup efisien dan efektif 

dalam penanganan TPT. Salah satu program deradikalisasi yaitu pencabutan baiat. 

Pencabutan baiat merupakan langkah awal pendampingan serta pembinaan bagi 

anggota jaringan teror mereka secara sadar telah mencabut baiat kesetiaan 

terhadap jaringannya (teror) untuk setia kepada NKRI dan ideologi negara 

Indonesia Pancasila, sehingga mereka dianggap sebagai masyarakat bebas yang 

mentaati peraturan negara serta mengakui kebhinekaan. Itu akan menciptakan 

keamanan bagi kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara serta tetap 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan bagi setiap warga 

negara. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas, dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pemberantasan TPT saat ini sudah cukup baik dibuktikan dengan bisa 

diminimalisirnya aksi terorisme di Indonesia. Namun ada konflik norma 

antara program deradikalisasi dengan pasal 12A ayat (2) UU Nomor 5 

Tahun 2018 yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku terorisme. 

Hal itu bisa diartikan bahwa secara asas legalitas hanya menjadi anggota 

korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai 

organisasi terorisme bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 

(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut akan 

menciptakan ketidakadilan jika orang yang hanya menjadi anggota 

organisasi terorisme tanpa keterlibatan dalam suatu perencanaan atau 

perbantuan aksi terorisme serta tidak memiliki peranan sentral dalam 

jaringan terorisme untuk dilakukan penangkapan, karena bisa jadi mereka 

juga merupakan korban doktrinasi pemahaman radikal. 
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2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penegakan hukum bagi pelaku 

terorisme memberikan keadilan dan tidak bertentangan dengan norma 

deradikalisasi yaitu: 

a. Dilakukan analisis atau assessment terkait dengan keterlibatan 

seseorang dalam jaringan terorisme untuk bisa menentukan langkah 

yang tepat dalam pencegahan dan penegakan hukum TPT; 

b. Bukti yang kuat berdasarkan pasal 184 KUHAP; 

c. Asas nesesitas dilakukannya penegakan hukum; 

d. Manfaat dilakukannya penegakan hukum. 

e. Untuk anggota jaringan terorisme yang akan melakukan program 

deradikalisasi juga harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Menyerahkan diri kepada petugas sebelum ditangkap; 

2) Hanya sebagai anggota; 

3) Bukan pengulangan tindak pidana; 

4) Tidak pernah terlibat dalam upaya konspirasi atau kekerasan yang 

mengakibatkan korban; 

5) Wajib mengikuti program deradikalisasi. 

SARAN 

Setelah melakukan penelitian, identifikasi permasalahan dan dasar hukum 

kemudian menganalisanya, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Dilakukan perubahan pada pasal 12 A ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk memberikan rasa 

keadilan. 

2. Dicantumkannya norma atau kriteria yang berkekuatan hukum, anggota 

organisasi terorisme yang bisa dilakukan penegakan hukum secara represif 

ataupun melalui upaya preventif untuk menciptakan keadilan dan tidak 

bertentangan dengan norma deradikalisasi. 
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